
BERITADAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 82 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 
NOMOR 82 TAHON 2008 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA 
KERJAINSPEKTORATPROVINSI JAWA TENGAH 

DENGANRAHMATTUBANYANGMAHAESA 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang bahwa dalam rangkamelaksanakan ketentuan Pasal 
59PeraturanDaerahProvinsiJawaTengahNomor 
7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan 

497 



Gubemurtent.ang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi 
Dan �ata Kerja Inspektorat Provinsi J awa Tengah; 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
PembentukanProvinsiJawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pem-bentukan Peraturan Perundang-undangan 
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 389); 

3. Un�-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemenntahanDaerah(LembaranNegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Un�-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Penmbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi� 
Nomor4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
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125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran 
NegaraRepublik.Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor &9, 
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Norn or 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 

9. Peraturan DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
13); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata 
Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 

MEMUTUSKAN, 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI 
DAN TATAKERJAINSPEKTORATPROVINSI 
JAWATENGAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubenurini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalahProvinsi Jawa Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

4. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 
8. J abatan Fungsional adalahkedudukan yang menunjukkan, tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 
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- BAB II 
PENJABARAN TU GAS PO KOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Inspektorat 

Pasal2 

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintabanan di daerah, pelaksanaan 
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintaban daerah kabupaten/kota 
dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. 

Pasal3 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Inspektoratmempunyai fungsi: 
a. perencanaan program pengawasan; 
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang 

pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan; · 

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas 
pengawasan; 

d. evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; 
e. pelaksanaan kesekretariatan inspektorat; 

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya 

Bagian Kedua 
Inspektur 

Pasal4 

Inspektur memimpin pelaksanaan tugas pokok danfungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 
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Pasal 5 
(1) Inspektur, membawahkan: · 

a. Sekretaris; 
b. Inspektur Pembantu Wilayah I; 
c. Inspektur Pembantu Wilayah II; 
d. Inspektur Pembantu Wtlayah ill; 
e. Inspektur Pembantu Wtlayah N; 
f Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Inspektur; 

(3) Inspektorat Pembantu-inspektorat pembantu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), masing-masing dipimpin oleh seorang 
Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Inspektur; 

( 4) Kelompok JabatanFungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai 
Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Inspektur. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat 

Pasal6 
Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahankoordinasi pengawasan 
dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua 
unsur di lingkungan Inspektorat 

Pasal 7 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi: 
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a. ,penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan 
program kerja pengawasan; 

b. penghimpunan, pegelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan 
hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; 

c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis 
fungsional; 

d. penyusunan, penginventarisasian clan pengkoordinasian dan data 
dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; 

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan 
rumah tangga; 

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Pasal8 

( 1) Sekretariat, membawahkan: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. SubbagianEvaluasi DanPelaporan; 
c. SubbagianAdministrasi Dan Umum. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, 

Pasal 9 

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, 
menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang­ 
undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. 

Pasal 10 
Subbagianlivaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai danmenyimpanlaporan 
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hasil pengawasan aparat pengawas fungsional dan melakukan 
administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun Iaporan kegiatan 
pengawasan. 

Pasal 11 

SubbagianAdministrasiDan Umum mempunyai tugasmelakukan urusan 
kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan rumah 
tangga 

Bagian Keempat 
lnspektur Pembantu Wilayah I 

Pasal 12 
Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah clan 
kasus pengaduan di wilayah I. 

Pasal 13 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi: 
a. pengusulan program pengawasan di wilayah I; 
b. pengkooordinasi pelaksanaan pengawasan di wilayah I; 
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah di wilayah I; 

d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan di wilayah I; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 
( I ) Bidang Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan: 

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
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b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 

c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I. 

Pasal 15 

Seksi Pengawas PemerintahBidang Pembangunanmempunyai tugas 
melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkooordinasian 
pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelen��araan 
urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengunan clan 
penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang 
pembangunan wilayahl 

Pasal 16 
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas 
melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkooordinasian 
pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelen��araan 
urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengunan clan 
penilaian tugas pengawasan di provinsi, clan pelaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang 
pemerintahan wilayah I. 

Pasal 17 

Seksi Pengawas PemerintahBidang Kemasyarakatanmempunyai tugas 
melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkooordinasian 
pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, penguji� clan 
penilaian tugas pengawasan di provinsi, clan pelaksanaan pembinaan 

. atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 
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pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bi dang 
kemasyarakatan wilayah I. 

Bagian Kelima 
lnspektur Pembantu Wilayah II 

Pasal 18 

lnspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan 
kasus pengaduan di wilayah I. 

Pasal 19 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, Inspekturat Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi: 
a. pengusulan program pengawasan di wilayah II; 
b. pengkooordinasi pelaksanaan pengawasan di wilayah II; 
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah di wilayah II; 

d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan di wilayah II; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur 
sesuai dengan tugas clan fungsinya 

Pasal20 
(1) Bidang Inspektur Pembantu Wilayahll, membawahkan: 

a. Seksi Pengawas PemerintahBidang Pembangunan; 
b. SeksiPengawasPemerintahBidangPemerintahan; 

c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu 
WtlayahII. 

Pasal21 
Seksi Pengawas PemerintahBidang Pembangunan mempunyai tugas 
melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkooordinasian 
pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintaban daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 
penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang 
pembangunan wilayahU. 

Pasal22 
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas 
melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkooordinasian 
pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 
penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang 
pemerintaban wilayah II. 

Pasal23 
Seksi PengawasPemerintahBidangKemasyarakatanmempunyai tugas 
melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkooordinasian 
pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 
penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota clan 
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang 
kemasyarakatan wilayah II. 
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Bagian Keenam 
Inspekturat Pembantu Wilayah III 

Pasal24 

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah clan 
kasus pengaduan di wilayah ill. 

Pasal25 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24, Inspektorat Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi: 
a. pengusulan program pengawasan di wilayah ill; 

b. pengkooordinasi pelaksanaan pengawasan di wilayah ill; 
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah di wilayah ill; 

d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan di wilayah ill; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur 
sesuai dengan tugas clan fungsinya. 

Pasal26 

(1) Bidang Inspektur Pembantu Wtlayah III, membawahkan: 

a. Seksi Pengawas PemerintahBidang Pembangunan; 
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 

c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 

(2) Seksi�seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu 
Wtlayah III . . 
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Pasal27 

Seksi Pengawas PemerintahBidang Pembangunan mempunyai tugas 
melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkooordinasian 
pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 
penilaian tugas pengawasan di provinsi, clan pelaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang 
pembangunan wilayah III. 

Pasal28 
Seksi Pengawas PemerintahBidang Pemerintahan mempunyai tugas 
melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkooordinasian 
pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 
penilaian tugas pengawasan di provinsi, clan pelaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 
pelaksanaan musan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang 
pemerintahan wilayah III. 

Pasal29 
SeksiPengawasPemerintahBidangKemasyarakatanmempunyai tugas 
melaksanakan pengusu1an program pengawasan, pengkooordinasian 
pelaksaoaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 
penilaian tugas pengawasan di provinsi, clan pelaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 
pelaksanaan musan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang 
kemasyarakatan wilayah m. 
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Bagian Ketujuh 
Inspektur Pembantu Wilayah IV 

Pasal30 

lnspe.ktur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah clan 
kasus pengaduan di wilayah IY. 

Pasal31 

Untukmenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30, Inspektur Pembantu WtlayahIV mempunyai fimgsi: 
a. pengusuian program pengawasan di wilayah IV; 
b. pengkooordinasi pelaksanaan pengawasan di wilayah IV; 
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah di wilayah IV; 

d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian clan penilaian tugas 
pengawasan di wilayah IV; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur 
sesuai dengan tugas clan fimgsinya 

Pasal32 

(I) Bidang lnspekturatPembantu Wtlayah ill, membawahkan: 

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
c. Seksi Pengawas PemerintahBiclang Kemasyarakatan. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 
bawah clan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu 
WtlayahN. 
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Pasal33 

Seksi Pengawas PemerintahBidang Pembangunan mempunyai tugas 
melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkooordinasian 
pelaksanaan pengawasan, pengawasan terbadap penyelenggaraan 
IJl1SUl pemerintahandaerah, � pengusutan, pengujian dan 
penilaian tugas � di provimi, dan pelaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota clan. 
peJaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang 
pembangunan wilayahIY. 

Pasal34 
Seksi Pengawas PemerintahBidangPemerintahan mempunyai tugas 
me)aksanakan pengusu)an program pengawasan, pengkooordinasian 
pelaksanaan pengawasan, pengawasan terbadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian clan 
penilaian tugas pengawasan di provinsi, clan pelalcsanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota clan 
pe)aksanaan urusan pemeriniahan di daerah kabupaten/kota di bidang 
pemerintahan wilayah Iv. 

Pasal35 

SeksiPengawmP�BidangKema.,yamkatanmempunyai � 
melaksanakan pengusuian program pengawasan, pengkooordinasian 
pelaksanaan pengawasan, pengawasan terbadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian clan 
penilaian tugas pengawasan di provinsi, clan peJaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 
pelalcsanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang 
kemasyarakatan wilayah N. 
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Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal36 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan 
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan penmdang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal37 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Jumlah JabatanFungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1 ), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) JenisdanjenjangJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpada 
ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang 

. berlaku. 

( 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BABffl 
TATAKERJA 

Pasal38 
Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan 
perundaag .. uadangan yang berlaku dankebijakan yang ditetapkan oleh 
Gubernur. 

Pasal 39 
Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Seksi pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya 
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memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi clan pelaporan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Pasa140 
Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur 
Pembantu, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi clan sinkronisasi secara 
vertikal maupunhorirontal baikke dalam maupunantar satuan organisasi 
dalam lingkunganPemerintahanDaerah serta instansi lain sesuai dengan 
tugas pokoknyamasing-masing. · 

Pasal 41 

(1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, 
mengkoordinasikan clan memberikan bimbingan serta petunjuk� 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannyamasing-masing . 

(2) . Inspektur.Sekretaris, Inspektur Pemantu, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Seksi wajib mengikuti clan mematuhi petunjuk- . 
petunjuk clan bertanggungjawab pada atasan masing-masing · 
serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan. 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan Inspekturyang secara fungsional mempunyai 
hubungankerja · 

( 4) Setiap laporan yang diteriina oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur 
· Pemantu, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan 

wajib diolah clan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 
laporan lebihlanjut clan dijadikan bahan untuk memberikan 
petunjuk kepada bawalian. 

Pasal 42 

Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi 
dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Inspektur clan 
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berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala 
Inspektur kepada Gubemur melalui Sekda. 

BAB IV 

KEPEGAWAIAN 
Pasal43 

Jenjangjabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai denganperaturan penmdang-undangan yang berlaku . 

Pasal44 
Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Seksi dan PejabatFungsional di lingkungan Inspektur diangkat 
dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan 

· penmdang-un.dangan yang berlaku. 

BABV 

KETENTUANLAIN-LAIN 

Pasal45 
Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal46 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur inf sepanjang 
mengeruii teknis pelaksanaannya diatur oleh Inspektur, 
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Pasal 47 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agarsetiap orangmengetahuinya, memerintahkan pen�dangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

ALIMUFIZ 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 

ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR82 
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